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ABSTRAK

Rasisme merupakan fenomena yang tidak asing dalam dunia sepakbola,
terutama di Eropa. Sebagai asosiasi yang menangani sepakbola di Eropa,
UEFA (The Union of European Football Associations) mengeluarkan regulasi
dan kebijakan anti-rasisme untuk mengurangi kasus rasisme di dunia
pesepakbolaan Eropa. Pada Desember tahun 2000, UEFA menguatkan
regulasinya untuk memerangi rasisme dalam pertandingan sepakbola di
semua kompetisi di Eropa. Sebagai negara dengan tingkat rasisme sepakbola
yang tinggi, Italia menjadi sorotan yang tajam oleh UEFA karena banyaknya
kasus besar mengenai rasisme di sepakbola. Aturan dan regulasi UEFA yang
diterapkan belum mampu mengurangi tingkat rasisme sepakbola di Italia.
Dan hingga tahun 2013, jumlah kasus rasisme di liga sepakbola Italia malah
semakin terekskalasi. Penelitian ini kemudian didasarkan dari pertanyaan
‘mengapa’ yang menjelaskan ketidakefektifan rezim anti-rasisme UEFA pada
sepakbola Italia. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori
mengenai rezim internasional, urgensi efektivitas rezim, dan olahraga
sebagai indikator rasisme di masyarakat. 

Kata Kunci : Efektivitas rezim, Rezim anti-rasisme UEFA, Rasisme sepakbola
di Italia

Racism is a familiar phenomenon in the world of football, especially in Europe.
As an association that handles European football, UEFA (the Union of
European Football Associations) issued regulations and anti-racism policies to
reduce racism in European Football. In December 2000, UEFA strengthens
regulations to fight against racism in football matches in all competitions in
Europe. As a country with a high level of football racism, Italy became a
spotlight by UEFA because of a large number of cases regarding racism in
football. UEFA rules and regulations that are applied have not been able to
reduce the level of racism in Italian football. And until 2013, the number of
cases of racism in Italian football league even more escalated. This research is
based on the question 'why' that explain the ineffectiveness of the UEFA regime
of anti-racism in Italian football. This research uses the theory of international
regimes, the urgency of the effectiveness of the regime, and sports as an
indicator of racism in the community. 

Keywords: Effectiveness of the regime, UEFA anti-racism regime, Racism in
Italian footbal
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Rasisme adalah kepercayaan atas superioritas kelompok ras atau etnis
tertentu. Secara umum, rasisme diekspresikan melalui kata-kata atau
praktek lainnya yang berujung pada ketidakberuntungan kelompok
tertentu dalam menikmati banyak hal. Seperti kemudahan menikmati
fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Rasisme pada
banyak hal merupakan hasil dari tindakan yang terjadi di luar kesadaran
manusia.Hal tersebut dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman
maupun ketidakpedulian (Anderson, 1996: 359). Rasisme dapat
termanifestasi secara terbuka ataupun tertutup, dan bahkan seringkali
terinstitusionalisasi. Permasalahan ini terjadi secara berbeda disetiap
wilayah. Di Eropa, kasus rasisme yang sering ditemui di tengah
masyarakat adalah buruknya perlakuan yang diterima oleh sebagian
besar etnis minoritas, yakni para migran yang berasal dari bekas koloni
Eropa, seperti Afrika atau Asia. Etnis minoritas sering kali menjadi
korban penganiayaan, pelecehan dan diskriminasi. Diskriminasi ini
dapat berbentuk perbuatan yang tidak menyenangkan, atau bahkan
pembatasan akan hak-hak untuk memiliki pekerjaan, partisipasi dalam
politik, mendapatkan pendidikan yang layak, serta pemenuhan
kebutuhan hidup mendasar lainnya. Bukan hanya warga keturunan
etnis Afrika dan Asia saja yang menjadi korban rasisme, warga Eropa
penganut agama Yahudi pun juga sering menjadi korban. Bahkan,
berdasarkan catatan sejarah yang ada, rasisme terhadap kaum Yahudi di
dataran Eropa ini sesungguhnya sudah terjadi sejak berabad-abad silam.
Pada beberapa tahun terakhir ini pun kaum Muslim di Eropajuga
mulaimenjadi target dari serangan rasis serta diskriminasi yang tidak
menyenangkan oleh sebagian besar warga keturunan asli Eropa.

Selain itu, diskriminasi juga terjadi dalam beberapa bidang yang
berbeda. Salah satunya adalah olahraga. Negara-negara Eropa yang
memiliki tingkat popularitas olahraga yang cukup besar, terutama
dalam olah raga sepakbola,menghadapi kenyataan tak menyenangkan
terkait tindakan rasisme ini. Ekskalasi rasisme terjadi hingga tahap yang
memprihatinkan. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi
sejumlah tindakan rasisme pada persepakbolaan Eropa, yang pada
akhirnya menjadi pembahasan penting di antara aktor-aktor
internasional terkait. Mereka menjadi semakin aktif melakukan berbagai
pendekatan untuk memerangi rasisme dan diskriminasi. Penjelasan
lebih lanjut tentang hal ini akan dibahas pada operasionalisasi
konseptual. 

Terkait dengan maraknya tindakan rasisme di pertandingan sepakbola
di Eropa, pada Desember tahun 2000 UEFA menguatkan regulasinya
untuk memerangi rasisme dalam pertandingan sepakbola di semua
kompetisi di Eropa. Sejak saat itu, sudah ada dua puluh sanksi yang
telah dikeluarkan oleh Badan Kontrol dan Disiplin UEFA. Berbicara
tentang himbauan UEFA tersebut, asosiasi sepakbola nasional



Efektivitas Rezim UEFA Dalam Menangani Rasisme Di Sepakbola Italia

Jurnal Analisis HI, September 2014 1225

negara-negara Eropa, sebagai badan pengatur dan penjaga
pertandingan, memiliki peran vital dalam mengidentifikasi
permasalahan rasisme yang muncul di setiap pertandingan sepakbola.
Mereka juga miliki peran vital dalam menetapkan aturan yang jelas
terkait tindakan rasisme, termasuk sanksi disiplin bagi pemain, klub
atau pihak berwenang lainnya. Pada tingkat amatir, asosiasi sepakbola
nasional harus waspada dan mengambil tindakan untuk mengatasi
tingginya serangan rasis terhadap migran dan etnis minoritas. Di
beberapa negara Eropa bahkan negara maju seperti Norwegia, terdapat
peraturan yang melarang individu yang lahir dari satu (atau lebih) orang
tua berdarah asing untuk berkompetisi pada sepakbola tingkat amatir.
Penekanan bahwa hanya pemain dengan kewarganegaraan penuh yang
dapat bertanding di tingkat amatir pada akhirnya mencederai semangat
pertandingan dan juga kemampuan untuk menyatukan individu dari
latar belakang yang berbeda. Dengan tujuan untuk mendukung tindakan
yang lebih proaktif pada level lokal maupun nasional, UEFA telah
mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan finansial bagi proyek
antirasisme yang dilangsungkan oleh asosiasi sepakbola nasional
masing-masing negara. Besaran dana yang dikucurkan sebesar 50
persen dari total anggaran proyek antirasisme setiap asosiasi sepakbola
nasional. Keputusan UEFA tersebut dijelaskan melalui surat yang
berbunyi sebagai berikut:

“With this initiative UEFA invites all member associations to develop
their own programmes to raise awareness and take a stand against
racism at national and local level. Campaigns could be conducted in
co-operation with leagues and clubs.”

Surat ini menjabarkan pentingnya bekerjasama dengan partner yang
memiliki keahlian dalam isu rasisme. Sebab, rasisme merupakan
permasalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu
singkat. Rasisme juga berhubungan dengan identitas dan budaya yang
memang memerlukan pembahasan mendalam untuk mencari solusinya.

Saat ini, jika berbicara mengenai rasisme di dalam pertandingan
sepakbola, bukan hal yang mengherankan jika nama Italia selalu
dikaitkan di dalamnya. Sebab, Italia merupakan salah satu dari lima
besar liga sepakbola dengan kompetisi dan keuntungan terbesar di
Eropa, namun dengan angka rasisme tertinggi jika dibandingkan dengan
liga sepakbola negara Eropa lainnya (Liga sepakbola Inggris, Jerman,
Perancis, dan Spanyol). Beberapa kasus besar mengenai rasisme di
sepakbola Italia mendapat sorotan yang tajam oleh UEFA dan juga Uni
Eropa. Seperti misalnya kasus Marco Zoro, pemain klub Messina
berdarah Afrikayang mencoba untuk menghentikan pertandingan kala
Messina berhadapan dengan Inter Milan pada 27 November 2005. Dia
meninggalkan lapangan sambil membawa bola setelah mendapatkan
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hinaan rasial dari beberapa suporter Inter Milan. Kemudian, di bulan
April tahun 2009, pemain Inter Milan Mario Balotelli juga menjadi
subjek pelecehan rasis oleh fans Juventus.Balotelli yang merupakan
warga negara Italia keturunan Ghana diteriaki oleh Fans Juventus
dengan sebutan “Monyet Hitam”. Sebagai hukumannya, fans Juventus
dilarangan menghadiri pertandingan kandang sebanyak satu kali. Kasus
rasisme yang diterima Mario Balotelli ini bahkan terjadi sampai
beberapa kali. Di stadion sepakbola Italia, sering ditemukan sejumlah
fans yang berteriak atau menggeram ketika pemain kulit hitam
menyentuh bola. Terkadang fans memasang spanduk yang mengatakan
fans atau pemain beretnis Yahudi seharusnya berada di Auschwitz.
(www.abcnews.go.com).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka banyak pihak yang menganggap
bahwa kebijakan UEFA sebagai rezim sepakbola Eropa yang mencoba
menekan angka rasisme dalam setiap pertandingan sepakbola di
liga-liga Eropa adalah tidak efektif. Terutama jika ditujukan kepada liga
sepakbola Italia. Kasus rasisme di liga sepakbola Italia pasca
diberlakukannya aturan serta program anitrasisme oleh UEFA
jumlahnya malah semakin terekskalasi. Dari hal ini muncul pertanyaan
mengapa kebijakan Rezim UEFA tidak efektif menanggulangi rasisme di
sepakbola Italia ?

Robert Keohane mendefinisikan rezim sebagai institusi yang memiliki
aturan yang eksplisit, disetujui oleh anggota-anggotanya, yang terkait
dengan isu-isu tertentu dalam hubungan internasional (Keohane, 1989).
Di sisi lain, terciptanya sebuah rezim menurut Krasner bergantung dari
nature dan tujuan-tujuan dari rezim itu sendiri. Sehingga, definisi yang
tepat untuk Rezim adalah rangkaian, baik implisit maupun eksplisit,
dari prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan kebijakan
disekitar ekspektasi aktor-aktor berkumpul dalam suatu area khusus
dari agenda hubungan internasional. Prinsip adalah kepercayaan
mengenai fakta, penyebab, dan aksi. Norma adalah standar perilaku
yang didefinisikan sebagai sesuatu yang benar dan mengikat. Peraturan
adalah anjuran atau larangan spesifik bagi tindakan. Prosedur
pembuatan kebijakan adalah praktek yang berlaku untuk membuat dan
mengimplemantasikan pilihan kolektif (Krasner, 1983). Norma
berperan sebagai petunjuk bagi perilaku dari anggota rezim dalam
cara-cara tertentu untuk menghasilkan tujuan kolektif, yang mana
selaras dengan tujuan dan keyakinan yang ditetapkan dalam prinsip
rezim. Norma berpengaruh terhadap munculnya peraturan yang
mendetail yang mana nantinya dapat ditemukan perbedaan jelas
mengenai kepatuhan dan ketidak patuhan (Hasenclever, 1997).
Peraturan mengubah norma rezim menjadi anjuran dan larangan
menjadi kongkret. Sedangkan tipe dari prosedur pembuatan kebijakan
berperan dalam mereview dan merevisi ketetapan dalam rezim. 
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Union des Associations Europeenes de Football (UEFA) didirikan di
Basel, Swiss, pada 15 Juni 1954. Badan yang mengepalai tata kelola
sepakbola Eropa ini – satu dari enam konfederasi benua dari badan tata
kelola sepakbola dunia FIFA – telah berkembang menjadi tonggak dari
permainan sepakbola di benua tersebut. Melewati beberapa dekade,
UEFA kini telah berkembang dari yang sebelumnya hanya sebagai
badan administratif, menjadi organisasi olahraga yang dinamis, yang
sejalan dengan kebutuhan dari sepakbola modern. Namun, penting
untuk dipahami bahwa UEFA merupakan otoritas olahraga yang tidak
memiliki kekuatan dalam badan pemerintahan. Dia hanya mewakili
asosiasi nasional sepakbola Eropa, dan hanya dapat bertindak sesuai
dengan keinginan dari asosiasi-asosiasi ini (http://www.uefa.org).

UEFA sebagai rezim pengelola sepakbola di kawasan Eropa terus
mengubah aturan-aturan tentang penyelenggaraan liga yang berjalan di
bawah kepemimpinannya. Aturan yang dikeluarkan ketika badan itu
baru terbentuk di tahun 1954 tentu berbeda dengan aturan yang
dikeluarkan baru-baru ini. Sebab, semakin lama semakin banyak yang
harus direfleksikan atau diwadahi (Holt, 2009). UEFA mengalami
banyak tantangan baru di abad ke-21 ini dikarenakan perubahan
lingkungan yang dihadapi. Sehingga, beberapa pihak menyangsikan
kekuatan UEFA sebagai rezim persepakbolaan di kawasan Eropa. Bukan
tanpa alasan kekuatan UEFA dipertanyakan. Dalam beberapa tahun
terakhir ini sejumlah masalah besar muncul silih berganti. Beberapa di
antaranya bahkan santer diberitakan di media massa. Misalnya
pertikaian yang terjadi di arena pertandingan akibat tindakan rasis.
Maka dari itu, kerangka hukum tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya
alasan dalam melihat kekuatan yang dimiliki UEFA. Faktor-faktor
seperti pengaruh terhadap sifat dan kepentingan, serta realitas
mengenai perilaku manusia juga harus dipertimbangkan (Holt, 2009).
Melalui hal ini kita juga dapat mengkaji dan memahami secara seksama
apa yang menjadi isu dominan dan pressure points dari UEFA serta
kapasitasnya untuk memerintah secara efektif. Dalam pembahasan ini,
isu dominan dan pressure point yang akan dibahas adalah tindakan
rasisme yang dianggap mengancam dunia persepakbolaan, khususnya di
wilayah Eropa, di mana UEFA merupakan rezim yang bertanggung
jawab untuk menyelesaikan setiap permasalahan tersebut.

Efektivitas dari suatu rezim penting untuk dicermati. Sebab, berkaca
kembali dari tujuan dibentuknya suatu rezim, yaitu untuk memfasilitasi
sebuah bentuk kerjasama yang mengikuti kepentingan seluruh anggota
dalam jangka panjang, efektivitas menjadi semacam alat untuk
mengukur apakah suatu rezim masih penting atau tidak untuk
dipertahankan keberlangsungannya (Krasner, 1983).
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Secara seksama, Hasenclever menjelaskan bahwa efektivitas dari suatu
rezim terdiri dari dua pemikiran yang saling tumpang tindih. Pertama,
efektivitas rezim diukur dari bagaimana anggota-anggotanya mematuhi
dan menjalankan peraturan dan norma yang berlaku. Kepatuhan
berkaitan dengan bagaiman rezim mampu mengikat anggotanya.
Pemikiran ini kadang kala disebut dengan “kekuatan rezim”. Kedua,
efektivitas rezim juga dapat dilihat dari bagaimana peraturan yang telah
disepakati mampu mencapai tujuan atau fungsi tertentu. Yang paling
fundamental dan didiskusikan secara luas dari fungsi ini adalah
meningkatkan kemampuan dari aktor untuk saling bekerjasama dalam
suatu isu-area tertentu. Sehingga suatu rezim dapat dikatakan tidak
efektif apabila salah satu atau kedua syarat tersebut ada dalam sebuah
rezim.

Efektivitas rezim mengenai bagaimana norma dan peraturan
mempengaruhi perilaku anggota didasarkan pada beberapa hal yakni
pertama, dampak norma dan peraturan terhadap perilaku dapat dilihat
melalui seberapa besar kepatuhan anggota. Kita harus mempertanyakan
efektivitas dari pedoman perilaku apabila ada celah bagi pelanggaran
atau apabila anggota cenderung melanggar norma dan aturan dalam
kesempatan tertentu demi keuntungan mereka. Tetapi kepatuhan bukan
semata-mata alasaan utama dalam menentukan seberapa efektif norma
dan perilaku mempengaruhi anggota. Kratochwil dan Ruggie
memandang bahwa norma pada kontrafaktualnya valid. Lebih signifikan
daripada fakta dari peraturan yang telah dilanggar adalah bagaimana
insiden seperti ini diinterpretasikan oleh anggota lainnya dari
komunitas (yang mana, dalam kasus ini, komunitas dari negara), dan
aksi komunikatif (celaan, alasan, justifikasi, dll.) yang ditimbulkannya
(Hasenclever, 1997).

Norma dan aturan disamakan pada penyebab ekternal dari tingkah laku
internasional, dampaknya dapat ditetapkan dan diuji dengan
memprediksi perilaku aktor pada dasarnya. Tetapi, Kratochwil dan
Ruggie beranggapan bahwa interpretasi mengenai efektivitas dari
keputusan rezim terlalu sederhana dan terdapat kekurangan pada
dimenasi sentral dari operasi norma dan aturan dalam interaksi social
(Kratochwil, 1986). Norma dapat “mengarahkan” perilaku, mereka
“menginspirasi” perilaku, mereka dapat “merasionalisasikan” atau
“membenarkan” perilaku, mereka dapat mengekspresikan “ekspektasi
bersama” mengenai perilaku, atau mereka dapat diabaikan. 

Terkait dengan efektivitas rezim yang dilihat dari bagaimana rezim
mencapai tujuannya, secara mendasar kesuksesan suatu rezim dilihat
dari kesuksesan para anggotanya membangun komunikasi yang baik
atas kesepakatan yang dibuat. Hasenclever mengatakan bahwa
ketidaksuksesan dalam komunikasi ini adalah pangkal dari runtuhnya
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rezim tersebut (Hasenclever, 1997). Kratochwil dan Miiller membuat
pembeda antara communicative action dan strategic action sebagai
mekanisme alternatif dari koordinasi sosial. Strategic action dapat
didefiniskan sebagai pemelihan tujuan yang tepat untuk mengontrol,
dalam cara yang efisien, lingkungan sosial dari para aktor sehingga
mereka terstimulasi untuk menghormati rencana normatif. Strategic
action adalah sesuatu yang berorientasi kesuksesan dan bertujuan
menjaga perilaku pihak lain yang sejalan dengan kesepakatan atas
norma dan aturan yang dibuat, dengan membangun sebuah sistem
insentif yang positif dan negatif. Koordinasi yang sukses dicapai melalui
kendala eksternal, dan aktor sosial berprilaku sesuai dengan norma dan
aturan, sepanjang hal itu sejalan dengan keinginan mereka (yang mana
termasuk juga situasi dimana aktor-aktor kurang memiliki kekuatan
untuk meningkatkan persetujuan yang mereka anggap tidak lagi
memuaskan, tetapi masih dapat diterima untuk mengeneralisir self-help
behavior). Hal ini, tentu saja, pada dasarnya adalah bagaimana
pendekatan rasionalis menganalisa rezim internasional (Hasenclever,
1997).

Sedangkan communicative action, sebaliknya, berorientasi ke arah
pemahaman bersama, ditujukan pada koordinasi perilaku sosial dengan
argument-argumen yang persuasif. Berdasarkan definisi tersebut, maka
pihak-pihak yang berkonflik digambarkan akan memasuki sebuah
percakapan di mana mereka mencoba memberikan persetujuan
mengenai relevansi dari situasi sosial yang sdang terjadi, dan kemudian
juga memberikan alasan lebih lanjut mengapa suatu perilaku tertentu
harus dihindari. Alasan-alasan ini secara internal memotivasi mereka
untuk bertindak sesuai dengan intepretasi yang sudah dielaborasi
sebelumnya, serta membenarkan berbagai ekspektasi dari pihak lainnya.
Perilaku, dengan demikian, tidak dikoordinasikan oleh insentif eksternal
tapi oleh pemahaman umum dari situasi apa yang dibutuhkan
aktor-aktor sosial.  Sebagaimana observasi dari Richard Bernstein,
“idealnya satu-satunya kekuatan yang harus dilakukan dalam suatu
pembahasan adalah ‘kekuatan argument yang lebih baik’” (Bernstein,
1985). Tujuannya adalah untuk meyakinkan partisipan lain dan untuk
membuat mereka melihat suatu hal persis dengan apa yang dilihat pihak
lainnya.

Sebagai asosiasi yang bertanggung jawab atas keberlangsungan liga-liga
sepakbola di Eropa, UEFA bersama dengan Federazione Italiana Giuoco
Calcio (FIGC) sebagai penyelenggara liga Italia, telah berusaha untuk
menanggulangi kasus rasisme yang ada di Italia. FIGC menjadi
kepanjangan tangan dari UEFA dan bertanggung jawab secara penuh
kepada UEFA mengenai kelancaran pertandingan-pertandingan sepak
bola yang diselenggarakannya. Dan itu artinya semua prinsip, norma,
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan UEFA juga harus dipatuhi,
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karena kebijakan tersebut merupakan mutual understanding dari
seluruh stakeholder. FIGC juga mengeluarkan Lisensi UEFA yakni
sebuah sertifikasi yang dikeluarkan oleh FIGC, dengan tujuan untuk
memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas yang dikeluarkan
Diantara tujuan dari Sistem Lisensi klub UEFA adalah keinginan untuk
menigkatkan kualitas dari sepakbola Eropa, mempromosikan pelatihan
dan edukasi bagi pemain muda, memastikan level yang mencukupi dari
kompetensi manajerial, meningkatkan fasilitas olahraga, meningkatkan
manajemen ekonomi dan finansial dari klub, memastikan integritas dan
perilaku yang pantas dari olahraga kompetitif dan mengembangkan
sistem mendasar mengenai kriteria yang ditetapkan oleh Manual UEFA.
Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada tahun 2002 UEFA
mengeluarkan 10 poin rekomendasi antirasisme untuk diterapkan di
liga-liga yang memiliki masalah dengan rasisme. Dan FIGC secara tegas
berkomitmen untuk memerangi segala bentuk rasisme dan diskriminasi,
mempromosikan nilai-nilai seperti rasa hormat dan integrasi.

Sebagai kepanjangan tangan dari UEFA, FIGC mengadopsi kampanye
dan juga kebijakan antirasisme yang dikeluarkan UEFA. FIGC terjun ke
dalam permasalahan tersebut dengan melibatkan semua pemangku
kepentingan sepakbola Italia. Mereka juga merealisasikan berbagai
kebijakan antirasisme di semua lini liga, mulai dari liga amatir hingga
profesional. Hanya saja sejak UEFA mengeluarkan rekomendasi itu
tahun 2002, FIGC baru mulai intensif terlibat dalam penyelesaian kasus
rasisme dalam liga sepakbolanya pada tahun 2011. Di tahun itu mereka
mulai intensif bekerjasama dengan Football Against Racism in Europe
(FARE). Beberapa even untuk menyuarakan antirasis mulai
dilaksanakan. Keikutsertaan FIGC, yang diwakili oleh Unione Italiana
Sport Per tutti  (UISP), dalam ajang itu menjadi langkah awal yang
disambut baik oleh khalayak sepakbola Eropa. Mulai intensifnya FIGC
memerangi rasisme terekam pertama kali pada peristiwa dihentikannya
pertandingan antara Cagliari vs Inter Milan pada 17 Oktober 2010.
FARE mencatat bahwa itu adalah kali pertama liga Serie A Italia
diberhentikan karena ada kekerasan rasis (http://www.farenet.org).
Setelah kejadian tersebut, berangsur-angsur FGIC menerapkan aturan
sanksi untuk setiap kekerasan rasis yang terjadi di dalam pertandigan
sepakbola, terutama liga sepakbola profesional yang memiliki eksposur
media massa yang besar. Dan setelah kejadian itu pula FGIC mulai
mengungkapkan komitmen seriusnya dalam memerangi rasisme,
termasuk secara resmi terlibat pada even-even yang diselenggarakan
oleh FARE.

Upaya UEFA dalam menanggulangi rasisme di Italia juga dilaksanakan
dalam pertandingan sepakbola anti-rasisme yang diselenggarakan sejak
1997 untuk melawan rasisme dan mengangkat penghargaan bagi
kebersamaan multibudaya dan keragaman, game-game ini adalah acara
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non kompetitif yang mencakup serangkaian olahraga yang berbeda,
termasuk sepakbola. Disponsori dan diselenggarakan oleh UISP, mitra
jaringan FARE untuk Italia, ruang lingkup usaha ini adalah untuk
melibatkan semua ekspresi budaya masyarakat, termasuk para
pendukung fanatik minoritas dan masyarakat migran.

Selain itu diadakannya kursus anti-rasisme untuk Klub Profesional di
tahun 2011. FIGC menyelenggarakan kursus lisensi nasional untuk 127
delegasi klub profesional Italia Lega Serie A, Lega Serie B dan Lega Pro.
Hal ini terbukti menjadi kesempatan bagi FIGC untuk mengidentifikasi
praktek-praktek terbaik dalam menanggulangi rasisme, dengan
mengadopsi kampanye antirasisme UEFA sebagai standar acuan, serta
untuk membuat strategi maupun proyek antirasis yang akan diterapkan
dalam setiap pertandingan sepakbola yang ada di bawah kekuasaannya.
Selain itu mereka juga mengadakan konferensi antirasisme. Konferensi
itu berhubungan dengan isu perang melawan rasisme dan diskriminasi.
Konferensi ini diselenggarakan di beberapa tempat, dan berisi beberapa
seminar. Beberapa di antaranya adalah seminar dari UEFA dengan
“Kelembagaan Diskriminasi” yang diselenggarakan di Amsterdam,
Belanda, dan juga seminar "Metode Percontohan Inovatif untuk Inklusi
Sosial melalui Olahraga" yang disampaikan oleh Pusat Kebijakan Roma
dan Minoritas serta UISP di Roma, Italia. (http://www.farenet.org).

Implementasi rezim anti-rasisme di Italia juga dilakukan dengan
pengubahan regulasi di tahun 2009. FIGC telah berupaya mengubah
beberapa regulasi pelaksanaan pertandingan sepakbola dalam kaitannya
dengan sikap ofisial dalam menghadapi kasus rasisme. Tujuannya
adalah melakukan hal itu adalah untuk mengejar keinginan mereka
menghilangkan teriakan, nyanyian dan berbagai manifestasi
diskriminasi verbal lainnya yang berbasis pada ras, warna kulit, agama,
kewarganegaraan, atau etnis dan asal geografis, serta perilaku
diskriminatif lainnya dari dalam stadion dan lapangan pertandingan.
Mereka memberikan kewenangan bagi pengawas stadion -yang ditunjuk
oleh Ministry of the Interior- untuk menahan atau menghentikan
pertandingan apabila terdeteksi perilaku diskriminasi dalam
pertandingan. Kewenangan ini cukup istimewa, sebab berdasarkan
sistem yang selama ini dijalankan, yang seharusnya menghentikan
pertandingan (karena alasan force majeur) adalah ofisial tuan rumah.
Terakhir, FIGC, sebagai bagian dari sistem adelle licenze nazionali
(sistem pelisensian nasional), juga telah mengeluarkan ketetapan
mengenai komitmen dari setiap klub untuk ambil bagian dalam program
melawan rasisme. Semua hal itu dilakukan oleh FIGC agar rencana
besar UEFA mengekang terjadinya angka rasisme di Eropa, termasuk
negaranya, berjalan dengan baik. Partisipasi klub ini bersifat wajib. Dan
FIGC juga menyiapkan sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan.
(http://www.farenet.org).
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Sebagaimana penjelasan di atas, peran UEFA dan FIGC dalam
membentuk pemahaman antirasisme di Italia sangat besar. Namun
pada kenyataannya norma, aturan, dan kebijakan yang berlaku dari
UEFA hanya berkisar pada pemain dan ofisial.  Sepuluh poin yang
menjadi dasar pemberlakuan anti-rasisme belum bisa
diimplementasikan secara maksimal pada pertandingan sepakbola di
Italia. Terkait dengan kampanye yang telah dilakukan UEFA melalui
FIGC, kampanye FIGC dilakukan ketika pada tanggal 27 November
2005, Marco Zoro, pemain klub Messina  asal Pantia Gading, berusaha
menghentikan pertandingan saat Messina berhadapan dengan Inter
Milan dengan meninggalkan lapangan dengan bola. Dia melakukan hal
tersebut setelah merasa tersiksa oleh chant rasis dari beberapa
pendukung Inter Milan. Karena insiden tersebut, FGIC menyelipkan
kampanye antirasisme selama 5 menit di layar stadion setelah
banyaknya protes.( usatoday.com).   Fenomena tersebut menunjukkan
bahwasanya rasisme masih merupakan hal yang dianggap wajar di
Italia. Kampanye tersebut juga tidak mengurangi insiden rasis dalam
pertandingan.

Di samping itu, concern kebijakan antirasisme hanya fokus pada semua
lini liga, mulai dari liga amatir hingga professional. Konferensi dan
kursus anti-rasisme juga sebatas pada pihak-pihak dalam sepakbola
saja, seperti klub, official, dan pemain. Di tahun 2006, UEFA menolak
Italia saat mengajukan diri menjadi tuan rumah penyelenggaraan Euro
2016. Alasannya, kondisi persepakbolaan di Italia sangat tidak kondusif
untuk diberlangsungkannya perhelatan sepak bola bertaraf
Internasional. Sebab, berkaca dari banyak kejadian, baik yang besar
ataupun yang kecil, himbauan untuk bersikap antirasis tidak pernah
menuai hasil yang positif. Selalu saja terjadi kasus yang sama terhadap
para pemain berkulit hitam. EUFA menjadikan tindakan mereka
menolak pencalonan diri Italia adalah sebuah langkah preventif yang
sangat serius untuk menindak rasisme di sepakbola Italia. Namun,
pasca peristiwa itu juga tidak terlihat sebuah kemajuan dalam
persepakbolaan Italia terkait tingginya kasus rasisme. Yang terjadi
justru sebaliknya, rasisme di liga sepakbola professional Italia semakin
banyak terjadi.(www.forzaitalianfootball.com).  

Urgensi anti-rasisme memang mengalami peningkatan setelah
diubahnya regulasi mengenai pemberhentian pertandingan dan
komitmen setiap klub untuk melawan rasisme. Namun, kasus rasisme
masih terulang di pertandingan-pertandingan yang lainnya. Di awal
bulan Maret 2012, kasus rasisme yang menyita perhatian publik
internasional lagi-lagi terjadi. Saat itu kelompok garis keras dari fans
Lazio, Curva Nord, yang bertindak rasis. Monkey chant mereka lakukan
dengan ditujukan kepada pemain internasional Brasil. Serangkaian aksi
rasis mereka itu dianggap sangat menjijikkan dan penuh dengan
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pelecehan yang tak manusiawi oleh fans sepakbola dari berbagai negara.
Dan dalam permainan yang sama keesokan harinnya, chant rasis
kembali terdengar dari salah satu sudut tribun penonton. Kali ini fans
Roma yang menjadi pelakunya. Mereka menujukan chant tersebut
kepada pemain kulit hitam Perancis, Modibo Diakite, saat dia memasuki
lapangan. (www.forzaitalianfootball.com).  

Setelah peristiwa tersebut, FIGC mengeluarkan pernyataan resmi bahwa
"kami berada di garis depan dalam memerangi rasisme dan kita harus
mengintensifkan pertempuran melawan (tindakan rasis) ini." Namun,
lagi-lagi pernyataan itu tak menghasilkan perubahan yang berarti. Lazio
dapat lolos dari kasus ini hanya dengan denda sebesar 20.000 euro.
Sementara Roma tidak menerima hukuman apapun. Meski telah
dilakukan banyak pembicaraan dari pemerintah selama bertahun-tahun,
tapi nyatanya belum ada tindakan yang berhasil mengubah keadaan ini.
(www.forzaitalianfootball.com). Di perhelatan Euro 2012, Mario
Balotelli bahkan kembali menjadi korban monkey chant dari
sekelompok supporter Italia selama pertandingan Italia melawan
Spanyol.

Hingga tahun 2013, insiden anti rasisme semakin bertambah. Kasus
rasisme terulang hampir di setiap bulan. Pada Januari 2013, sebuah
pertandingan persahabatan antara Milan dan Pro Patria ditangguhkan
karena nyanyian rasis yang ditujukan untuk Kevin Prince Boateng,
pemain AC Milan berdarah Ghana. (www.espnfc.com). Peristiwa tesebut
kembali terjadi dua bulan berikutnya dengan korban yang sama, Kevin
Prince Boateng. Meski pertandingan tidak sampai ditangguhkan, namun
fans tim lawan, Roma didenda sebesar 50.000 euro. Badan Kehakiman
Liga Italia menyebutkan bahwa ketiga pemain klub Italia, yakni Mario
Balotelli, KevinPrince Boateng, dan Kevin Constant menjadi tiga pemain
yang namanya sering disalahgunakan untuk ejekan rasisme.
(www.bbc.com)

Mengenai kasus tersebut, FIGC menegaskan kembali kebijakan
mengenai penangguhan tersebut. FIGC telah bersumpah untuk
menghapus rasisme dari tribun di seluruh negeri. FIGC bergerak dengan
Osservatorio -organisasi penyedia petugas keamanan dan keselamatan
di stadion-stadioan sepakbola Italia- untuk membahas prosedur insiden
rasis. (www1.skysports.com) Melalui pertemuan tersebut, General
Manager FIGC, Antonello Valentini, menegaskan bahwa FIGC tidak
mengesampingkan masalah rasisme. Valentini kemudian menyatakan
bahwa, 

"The FIGC has always paid maximum attention to the issue, in line
with state and sporting laws.”. 
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Tetapi Di bulan yang sama nyanyian rasis masih terjadi ketika Lazio
dalam permainan melawan Tottenham dan Maribor (di Liga Eropa).

Pada bulan Februari, dua kasus kembali terjadi ketika Wakil Presiden
AC Milan dituduh menggunakan bahasa rasis untuk menggambarkan
Balotelli dan penyalahgunakan gambar Mario Balotelli oleh fans saat
bermain melawan AC Milan. Tindakan Lazio dan Inter Milan ini
mendapat sanksi berupa denda. Tetapi di bulan Maret, fans Inter Milan
kembali dikenakan denda karena perilaku rasis saat timnya melawan
Tottenham di Liga Europa. Pada akhirnya, seperti kejadian-kejadian
sebelumnya, Italia tetaplah Italia. Rasisme tetap tak mampu ditekan
meski berbagai cara telah dilakukan. Kasus rasisme terus terjadi di
persepakbolaan Italia. hingga bulan April 2013, hanya satu bulan
berselang setelah kejadian Boateng disorot besar-besaran oleh
masyarakat internasional, Juventus kembali dihukum karena monkey
chant kembali terlontar dari mulut fans mereka saat Juventus
berhadapan dengan AC Milan. Juventus didenda 30.000 euro.
(www1.skysports.com).

 Melalui penjelasan di atas, apabila dikaitkan dengan efektivitas rezim
yang telah dijelaskan di kerangka pemikiran, maka rezim antirasisme
UEFA (dan FIGC sebagai kepanjangan tangan dari UEFA) belum dapat
dikatakan efektif.  Suatu rezim akan efektif ketika tujuannya tercapai
dan menjalankan fungsi sesuai dengan tujuannya. Sedangkan rezim
antirasisme yang telah dikeluarkan dan diupayakan di Italia belum
dapat mencapai tujuan untuk menanggulangi dan mengurangi rasisme.
Disini, norma, aturan, prinsip, dan kebijakan UEFA kebanyakan hanya
berkisar pada elemen teknis dalam pertandingan sepakbola seperti
pemain, klub, dan official dan belum dapat mengikat atau membuat
patuh elemen di luar teknis sepakbola, yang dalam hal ini adalah
suporter. 

Olahraga memang memiliki afiliasi dengan banyak sektor. Mulai dari
ekonomi, politik, hingga sosial kemasyarakatan. Keadaan olahraga yang
seperti ini membuat pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan
olahraga “sibuk” mengatasi hal-hal yang berpotensi merusak
keberlangsungan olahraga tersebut. Atau dalam lingkup yang lebih
sederhana, pertandingan olahraga dapat tidak berjalan sebagaimana
mestinya karena ada hambatan dari sektor-sektor tersebut. Olahraga
sepakbola, sebagai olahraga terpopuler di seluruh dunia, tentu
menghadapi fenomena ini. Terlebih olahraga sepakbola yang
dilangsungkan di wilayah Eropa, yang dianggap sebagai pusat dari
perkembangan sepakbola dunia. Sebagaimana dijelaskan di bab-bab
sebelumnya, liga-liga sepakbola Eropa menghadapi banyak tantangan,
terutama dari sektor sosial politik.
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Sebagaimana yang dijelaskan pada bab 3, masalah rasisme sepakbola di
Italia terstimulasi dari luar sepakbola itu sendiri. Sehingga dalam
pertandingan sepakbola, rasisme seringkali diekspresikan oleh
masyarakat. Kasus ini memang mendapat sorotan yang cukup tajam.
Bukan hanya dari otoritas yang berwenang, namun juga dari para fans
sepakbola ataupun masyarakat umum.

Pengaruh sosial yang cukup besar oleh masyarakat Italia dalam
sepakbola dibuktikan dalam kasus Mario Balotelli, pemain sepakbola
klub AC Milan dan pemain Tim Nasional Italia keturunan Ghana, yang
selalu menjadi sasaran pelecehan rasial karena waran kulitnya. Kasus
Balotelli memancing perhatian, terutama dari para warga Italia. Oleh
banyak warga Italia, Balotelli adalah seorang patriot Italia karena
membela negara mereka dalam pertandingan-pertandingan
internasional. Dan juga ditambah dengan fakta bahwa Balotelli
bersikukuh menjadi warga negara Italia saat dirinya ditawari sejumlah
keuntungan dan fasilitias bila dia mau menjadi warga negara Ghana,
sesuai dengan kewarganegaraan orang tua kandung Balotelli.
(www.theguardian.co). Peristiwa itu menunjukkan satu fakta aktual,
bahwa di sebagian warga Italia, status kewarganegaraan tidak penting.
Yang terpenting adalah keturuan darah, dan keberlanjutan aksi rasisme
bagi Balotelli hingga saat ini. 

Tindakan suporter Italia dalam sepakbola berpengaruh besar karena
suporter merupakan representasi masyarakat Italia. Ide-ide rasisme
yang memang telah tertanam dalam diri mereka kemudian dilanjutkan
dalam stadion. Seperti yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya,
suporter menjadi salah satu aktor utama yang memulai aksi dan insiden
rasisme dalam sebuah pertandingan sepakbola. Presiden FIGC
Giancarlo Abete dalam konferensi tahun 2013 menyebutkan bahwa
suporter inilah yang menjadi bagian sulit dihentikan. Abete mengatakan
bahwa,

“We must not worry about fixture lists or difficulty in organising a
re-match. That is not the problem, the problem is taking away from the
stadiums those people who don’t belong there, because they pollute the
civilised coming together for a sporting event. The sporting world
strongly supports sending these people away from the stadiums with
stronger bans and more capability to expel from the arenas those who
do not have the right to stay in a sporting venue.”
(www.football-italia.net)

Melalui pernyataan tersebut, jelas terlihat bahwa para penonton dan
suporter yang ada dalam stadium (yang melakukan tindakan rasis)
adalah perusak olahraga sepakbola. Dan salah satu cara agar
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kejadian-kejadian rasis ini tidak lagi terjadi adalah dengan  mengambil
alih stadium dari mereka dengan “paksaan”.

Pegaruh politik Italia yang cenderung berideologi kanan juga memiliki
peranan dalam rasisme di Italia. Bahkan anggota dewan tidak luput dari
pelaku tindakan rasis. Seperti yang terjadi pada pertandingan di bulan
Januari 2013, ketika Milan melawan Pro Patria. Terbukti bahwa salah
satu pelakunya adalah penggemar klub Pro Patria yang berprofesi
sebagai anggota dewan. Dia adalah Riccardo Grittini. Ironisna, dalam
parlemen Italia, Grittini bertanggung jawab untuk masalah Olahraga
dan Politik Pemuda, dan dia telah mengemban tugas itu selama 21
tahun. Sebagai hukumannya, Grittini dilarang menghadiri acara
olahraga apapun dalam jangka waktu lima tahun, dan dia harus
mengundurkan diri dari jabatannya. Grittini merupakan anggota dari
Lega Nord, partai antiimigrasi yang telah menyatakan niatnya untuk
memisahkan wilayah Italia utara yang kaya dari wilayah Italia selatan
yang miskin. (www.football-italia.net).

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya
ketidakefektifan rezim anti-rasisme UEFA juga mendapat pengaruh dari
sosial dan juga politik di Italia. Kesulitan rezim untuk mencapai suatu
tujuan yakni menanggulangi rasisme didorong karena ide-ide rasisme
yang  memang telah berakar di Italia, sehingga untuk mencapai tujuan
tersebut, rezim UEFA tidak cukup hanya berhenti pada kebijakan dan
aturan di pihak-pihak teknis sepakbola, tetapi harus melihat lebih lanjut
peran suporter yang menjadi representasi masyarakat di Italia. 

Persepakbolaan Eropa memang sangat menarik untuk diteliti. Sebab,
liga-liga sepakbola kawasan Eropa merupakan liga dengan prestise yang
paling tinggi di antara liga sepakbola kawasan lainnya di dunia. Selain
karena sistem penyelenggaraannya paling baik, semua standar dan
fasilitias infrastruktur juga yang paling baik. Maka, tak mengherankan
bilamana pemain asing yang bermain di liga-liga Eropa merupakan
sangat banyak jumlahnya. Pemain dari Afrika, Asia, dan kawasan
Amerika Utara dan Latin secara rutin masuk dalam daftar bursa pemain
klub-klub Eropa. Bukan hanya klub profesional, tapi bahkan di liga
amatirnya.

Namun, dibalik kebesaran liganya, ada satu permasalahan yang menjadi
momok bagi banyak pihak. Permasalahan itu adalah rasisme. Rasisme
menjadi batu sandungan bagi perkembangan liga-liga sepakbola
kawasan Eropa. Masalah itu sudah muncul dalam jangka waktu yang
lama. Celakanya, isu rasisme disinyalir sudah mengakar kuat pada
beberapa kelompok masyarakat Eropa, utamanya kelompok-kelompok
masyarakat di Italia. Rasisme yang berkembangan di sektor akar rumput
itu pada akhirnya terekspresikan dalam pertandingan-pertandingan
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sepakbola. Alasannya dapat dilihat dari sudut pandang psikologis,
bahwa di saat pertandingan olahraga berlangsung, hampir semua orang
akan mengekspresikan pemikiran bawah sadarnya. Karena memang
itulah sifat khas dari olahraga.

Masalah ini menimbulkan efek berantai. Karena ukuran dari liga
sepakbola Italia termasuk yang terbesar, maka eksposur dari media juga
banyak yang terfokus ke sana. Sehingga, ketika ada permasalahan yang
muncul di dalam liga sepakbola Italia, hampir dapat dipastikan masalah
itu akan diekspos oleh banyak media massa, dan kemudian
menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak terduga dari masyarakat atau
penggemar sepakbola. Begitupun dalam hal rasisme. Seringnya kasus
rasisme yang terjadi di Italia menyebab liga sepakbola Italia
terstereotipe sebagai negara rasis. Ini jelas menjadi ancaman bagi
perkembangan liga sepakbola Italia secara khusus, dan liga sepakbola
Eropa pada umumnya.

UEFA sebagai pemegang kekuasaan tertinggi liga sepakbola Eropa jelas
memiliki andil yang besar untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab,
hanya lewat UEFA standar acuan untuk menanggulangi masalah ini
ditetapkan. Asosiasi sepakbola nasional setiap negara Eropa tidak bisa
melakukan tindakan (yang berhubungan dengan sistem
penyelenggaraan pertandingan) di luar persetujuan UEFA. Maka, UEFA
pun mulai melakukan serangkaian upaya preventif terhadap rasisme.
Berbagai kampanye digelar, dan sejumlah peraturan terkait rasisme
dikeluarkan. Apa yang dilakukan oleh UEFA ini memang diadopsi oleh
FIGC, asosiasi sepakbola nasional Italia. Namun, setelah beberapa
tahun upaya ini dilaksanakan, masih belum ada tanda-tanda bahwa
rasisme di persepakbolaan Italia mengalami penurunan. Yang ada, tren
rasisme masih terjadi secara rutin, bahkan cenderung semakin banyak.
Inilah yang menjadi pangkal persoalan selanjutnya. Kampanye
antirasisme UEFA dianggap tidak efektif. Sebab, mengacu pada teori
efektivitas rezim yang dikemukakan Hasenclever, bahwa ada dua
prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu rezim agar dapat dikatakan
efektif. Yakni, semua norma dan peraturan yang dikeluarkan rezim
tersebut dipatuhi oleh seluruh angota rezim, dan tujuan dari
diadakannya rezim tersebut tercapai.

Melalui sejumlah analisis dengan meneliti berbagai variabel yang
berhubungan dengan terjadinya rasisme di dalam liga sepakbola Italia,
terbukti salah satu prasyarat di atas tidak terpenuhi. Yaitu prasyarat
yang mengharuskan tujuan dari rezim itu tercapai. Baik FIGC dan
asosiasi sepak bola nasional negara-negara Eropa memang menaati
aturan UEFA. Kampanya antirasisme UEFA didukung penuh oleh
mereka, dan peraturan-peraturan preventif terhadap rasisme juga
diadopsi. Namun, setelah berjalan sekian tahun lamanya, permasalahan
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rasisme di persepakbolaan Eropa, lebih khususnya di Italia masih
terjadi. Hal ini membuktikan bahwa kampanye antirasisme UEFA tidak
efektif.

Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa ketidakefektifan kampanye
tersebut terjadi karena rasisme yang terjadi berasal dari luar sistem
pertandingan. Artinya, rasisme yang menjadi akar persoalan bukan
berasal dari ofisial pertandingan ataupun pemain, namun berasal dari
suporter. Suporter bukanlah bagian yang berada dalam jangkauan
hukum rezim UEFA. Suporter bukan bagian langsung dari sistem
penyelenggaraan pertandingan. Secara sederhana dapat dikatakan
bahwa jika suporter membuat permasalahan dalam pertandingan
sepakbola, maka UEFA tidak dapat menghukum mereka. UEFA hanya
bisa menghukum klub yang menjadi tuan rumah atau peserta
pertandingan. Paling maksimal, UEFA menghukum asosisasi nasional
sepakbola negara itu dengan sanksi-sanksi yang beragam. Jadi, pada
intinya apa yang tejadi di dalam persepakbolaan Italia sesungguhnya
berada di luar jangkuan UEFA. Maka dari itu, peraturan apapun yang
dibuat oleh UEFA terkait rasisme tidak akan bisa berjalan efektif.

Penelitian ini juga mencari jawaban atas sikap rasisme fans sepakbola
Italia yang menjadi penyebab utama kasus rasial ini. Dengan menelaah
beberapa sektor, terutama sektor politik, sosial, dan ekonomi
kemasyarakatan, masalah rasial di Italia memang sudah mengakar
terlalu dalam. Garis sejalah Italia menunjukkan bahwa sejak ribuan
tahun lalu Italia selalu diselimuti oleh masalah rasial. Pemikiran politik
fasis menjadi bukti bahwa di Italia ras bukanlah hal yang sepele.
Celakanya, pemikiran politik itu masih terbawa di dalam diri beberapa
orang Italia. Terlebih, pemerintah berkuasa Italia pada masa kini juga
disusupi oleh orang-orang fasis. Maka, bukan hal yang mengherankan
bila peraturan dari FIGC dan juga UEFA, bahkan Uni Eropa terkait
pencegahan rasisme “tidak mempan” pada segelintir masyarakat Italia.
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